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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang- 

Undang Dasar 1945 dilaksanakan pembangunan nasional yang pada hakikatnya 

adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan 

kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang

maju.

Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat 

Indonesia perumahan yang layak, sehat, aman dan serasi merupakan salah satu 

kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat

dan martabat manusia, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang

sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sehingga perlu 

dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan 

masyarakat.

Kebutuhan akan rumah atau rumah susun (Rusun) bagi seluruh lapisan 

masyarakat merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dengan
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sebaik-baiknya. Menurut sebagian orang belum lengkap kehidupan seseorang apabila 

belum memiliki rumah sendiri, meskipun dalam bentuk yang sederhana1.

Masalah perumahan dalam waktu terakhir agaknya cukup menonjol,

Masalah ini dirasakan oleh negarakhususnya di kota-kota besar di Indonesia, 

berkembang maupun negara maju, dan pemerintah dalam bidang perumahan

melakukan usaha yang luas walaupun masih sangat terbatas dan belum dapat 

mengimbangi keperluan akan perumahan.

Permasalahan perumahan menjadi persoalan nasional, karena menyangkut 

hajat hidup orang banyak. Juga menyangkut berbagai aspek seperti aspek sosial, 

karena pembangunan perumahan bertujuan untuk pemerataan lapisan masyarakat 

yaitu adanya pembangunan perumahan tipe Rumah Sederhana (RS) dan Rumah 

Sangat Sederhana (RSS). Aspek ekonomi dalam perumahan maksudnya, perumahan 

dalam pemenuhannya menggunakan prinsip ekonomi yaitu berdasarkan permintaan

dan penawaran. Selain itu perumahan juga menyangkut aspek politik, hal ini karena

dalam upaya pelaksanaan perumahan diperlukan campur tangan pemerintah.

Peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dengan berbagai 

aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan 

tungsional dalam kehidupan ekonomi dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan 

nasional, mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam 

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT Citra 
Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm. 31.

I
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Kebutuhan akan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu 

Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, sebagaimana tertuang dalam Garis-garis 

Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 yang menyatakan perlunya

Selain itu dalam Pasal 4

Besar

pemerataan kebutuhan rakyat dihidang perumahan.2 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman 

disebutkan bahwa tujuan dari penataan perumahan adalah untuk :

1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam 

rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2) Mewujudkan perumahan yang layak dalam lingkungan yang aman, sehat,

serasi dan teratur.

3) Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang

rasional.

4) Menunjang pembagunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang

lain.

Realisasi amanat Garis-Garis Besar Halaun Negara (GBHN) itu membawa 

konsekwensi akan semakin banyak rumah dibangun, baik oleh pemerintah maupun 

swasta mengingat dalam kondisi normal permintaannya masih meningkat. Sebelum 

krisis moneter Juli 1997, animo mayarakat untuk memiliki rumah atau rusun yang

Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk 
transportasi telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan 
pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta mambuka 
keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. (Garis-Garis Beactr Haluan Negara, Bab IV Bidang 
Ekonomi. Butir ] 6., 1999-2004 )

I
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siap digunakan atau ditempati meningkat.3 Tetapi dengan situasi krisis moneter ini 

semakin menjadikan pemerintah belum mampu mencukupi kebutuhan perumahan

bagi masyarakat yang mengalami peningkatan jumlah tiap tahun. Hal ini menjadikan

lain yakni dengan melakukan subsidi silang.pemerintah untuk mencari cara 

Maksudnya, pemerintah melalui pengembang negeri seperti Perum Perumnas 

membangun perumahan mewah dan laba dari penjualan perumahan mewah tersebut 

digunakan untuk membangun rumah yang sederhana yang ditujukan untuk

masyarakat menengah kebawah.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan tidak hanya dilakukan oleh Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perum Perumnas, akan tetapi juga dilakukan 

oleh perusahaan swasta baik nasional atau gabungan, yayasan dan koperasi, tentunya 

Hak Atas Tanah yang diperolehnya berbeda.

Dalam pembangunan perumahan yamg dilakukan oleh pengembang, maka

pemerintah membentuk suatu Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Perumahan

dan Pemukiman Nasional yang dikoordinasi oleh Menteri 'Perumahan dan

Permukiman (Menpera). Badan tersebut mempunyai fungsi mengawasi pengembang 

atau pengembang dalam pengadaan perumahan yaitu, mendahulukan pembangunan 

Rumah Menengah dan Rumah Mewah.4 Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk 

menjalankan salah satu tugas nasional dalam sektor perumahan.

3 Yusuf Shofit'Op-Cit. hlm.80
Indiarti Isniira, Realisasi Pembangunan Perumahan Sederhana, Alumni, Bandung, 1996,

hlm. 5.
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Saat ini bisnis Real Estate merupakan bisnis yang marak karena memiliki 

prospek bagus. Perusahaan swasta dan badan hukum lainnya berlomba untuk 

melakukan pembangunan perumahan dengan fasilitas yang lengkap hal ini semata- 

mata untuk menarik konsumen. Masing-masing pelaku bisnis saling bersaing untuk 

menjangkau pangsa pasar, baik dengan cara pembayaran yang ditawarkan bisa 

melalui cara tunai dengan memberikan diskon atau potongan harga untuk tipe rumah 

tertentu juga melalui kredit Pemilikan Rumah dengan suku bank yang ditawarkan 

sangat rendah.

Sebagian besar pengembang dalam melakukan pemasaran perumahan 

menggunakan suatu bentuk sistem penawaran yang bersifat spekulatif, artinya 

pengembang yang telah melakukan promosi atau penawaran perumahan melalui 

beberapa media seperti iklan, brosur dan sebagainnya namun perumahan tersebut 

belum dibangun. Dalam sistem penawaran perumahan biasanya pengembang hanya 

akan membangun perumahan apabila ada pesanan dari konsumen.

Begitu tendesiusnnya pemasaran, tidak jarang informasi yang disampaikan itu 

ternyata menyesatkan (mislecui/ng informal ion) atau tidak benar dan bisa saja berarti 

pengembang belum membangun perumahan tetapi ia telah mempunyai lahan atau 

Akan tetapi bisa juga terjadi pengembang belum mempunyai tanah atau lahan 

serta izin-izinnya dan ia sudah menawarkan pada konsumen melalui brosur dengan 

gambar suatu bentuk atau model rumah dalam perumahan tersebut sesungguhnnya 

adalah, fiktif. Padahal konsumen sudah terlanjur menandatangani Perjanjian

tanah.

I
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Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pengembang, atau bahkan sudah akad kredit 

dengan bank pemberi kredit pemilikan rumah atau satuan rumah susun (sarusun)5.

Didalam praktik pemasaran seperti diatas yang dipergunakan pengusaha real 

estate (developer) untuk menjual rumah susun, pengusaha real estate mempergunakan 

peijanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh 

kreditur dengan syarat-syarat yang dibakukan. Sifatnya masai, dipergunakan untuk 

semua konsumen tanpa memperhatikan perbedaan dalam kekuatan ekonomi 

konsumen tersebut. Perjanjian ini dinamakan juga (akc u or leavc it conlracl 

maksudnnya adalah perjanjian tidak dapat lagi diubah oleh konsumen. *

Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian baku itu tidak terdapat lagi asas 

kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang penting didalam sistem hukum 

kontrak. Namun bagi mereka yang menyetujui eksistensi perjanjian baku ini, bahwa 

perjanjian baku itu tetap sah sepanjang telah ditanda tangani oleh debitur7.

Pada hakikatnya, perjanjian baku ini mengandung unsur paksaan.Dan 

lazimnya di dalam perjanjian itu, kreditur mencantumkan kewajiban-kewajiban yang 

harus dipenuhinya8.

Permasalahan akan pemasaran yang dilakukan secara spekulatif tersebut 

memberi dampak negatif pada konsumen yang secara langsung dirugikan.

* Yusuf Shofie, Op.Cithlm. 82.
Mari ani Darus Badrulzaman,^wAa Hukum Bisnis, Penerbit AJumni, Bandung,

7 ibici, lilm. 189.
8 ibid

1994,hlm. 188.

r
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Seperti contoh kasus dibawah ini yang merugikan pihak konsumen yang ditimbuJkan 

oleh pihak pengembang yang berbuat tidak sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli (PPJB) yang sudah disepakati :9

“Kami membeli rumah pada bulan Mei 2002 di Griya Metropolitan II blok 
f 1-9 Bekasi. Banyak kekecewaan yang kami alami mulai sejak pembangunan 
rumah sampai akhirnya rumah tersebut menjadi milik kami. Menurut 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli,yang ditandatangani diatas materai, rumah 
kami selesai pada bulan Desember 2002, tetapi hingga April 2003 rumah 
tersebut belum selesai. Karena itu kami mengajukan permintaan diskon atas 
keterlambatan tersebut (Pasal 13 pengikatan jual beli). Tapi permohonan kami 
ditolak oleh pengembang, dengan alasan kami belum membayar lunas rumah 
tersebut (kami memang baru membayar 50% dari total rumah). Sebenarnya, 
pada bukan Desember 2002 kami akan membayar lunas,tapi oleh marketing 
pengembang ditolak dengan alasan rumah belum jadi dan menyarankan untuk 
menyimpan uang itu terlebih dahulu. Sekarang mereka yang memutar balikan 
fakta, akhirnya kami membayar sisa cicilan rumah tanpa ada diskon. Akan 
tetapi, tiba-tiba pada bulan April 2004 kami dikejutkan dengan pemutusan 
hubungan listrik rumah kami oleh PLN.Pihak PLN menyatakan bahwa listrik 
kami sudah menunggak tagihan selama 4 bulan dan 2 bulan terakhir ada 
tagihan sebesar Rp. 382.905, sehingga total tagihan tunggakan adalah 
Rp. 530.000 sementara kami belum pernah menempati rumah tersebut, 
ternyata bukan kami sendiri yang mengalami banyak warga yang juga 
mengalami demikian”

Untuk itu perlindungan konsumen perumahan terhadap sistem penawaran 

yang dilakukan oleh pihak pengembang (developer) yang nakal perlu adannya. 

Melalui penyuluhan terhadap masyarakat akan masalah tersebut, agar berhati-hati 

dalam menentukan pilihannya. Untuk pengembang nakal maka Menpera telah 

mengeluarkan Keputusan Nomor : 9/KPTS/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual 

Beli, bahwa pengembang yang telah mempunyai izin pembangunan rumah yang 

boleh menawarkan atau menjual perumahan.

9Properti Indonesia, Nomor 1128 ,September 2004.hlm .9.
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Janji-janji manis yang ditawarkan pengembang untuk mendapatkan konsumen

sangat beragam, akan tetapi sesungguhnnya tidak sedikit pengembang yang

melalaikan konsumen yang telah setuju akan pembelian rumah tersebut. Hal ini bisa

terjadi karena pengembang enggan melakukan pembangunan perumahan karena

sedikitnnya peminat atau konsumen sehingga pengembang membatalkan

pembangunan perumahan dengan alasan yang disampaikan pada konsumen adalah

pengembang tidak dapat memperoleh izin atas lahan perumahan tersebut.

Pemutusan hubungan secara sepihak yang sering kali dilakukan oleh

pengembang dengan alasan sebagaimana tersebut, semakin memberi kesimpulan

bahwa kedudukan konsumen perumahan adalah lemah secara hukum. Hal ini terjadi

karena konsumen termakan janji-janji manis pelaku bisnis perumahan yaitu

pengembang serta kurangnnya pengetahuan tentang informasi dalam brosur seperti

contoh yang terdapat didalam kalimat brosur dibawah ini:

“ Dapatkan Rumah impian anda di Perumahan Citra sebagai salah satu pusat 
berbisnis dan beraktifitas yang mengadopsi konsep Comercial and life style 
center, ini pantas disebut sebagai lintasan emas karena terletak pada jalur 
alternatif ke bandara yang sangat potensial dan ramai. Dirancang dengan 
gaya arsitektur modern yang festive serta dilengkapi dengan sarana aktifitas 
outdoor untuk menambah gaya hidup anda”

Informasi-informasi tersebut di atas terkadang hanya merupakan trik-trik 

Pengembang saja supaya barang daganganya cepat dibeli oleh konsumen bahkan
t

terkadang mengandung informasi yang menyesatkan sehingga bagi konsumen yang

kurangnya informasi terkadang tertipu dengan janji-janji manis Pengembang seperti 

diatas.
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B. Rumusau Masalah

Melalui praktek pemasaran rumah yang bersifat spekulatif seperti apa yang 

tercantum didalam latar belakang di atas, hal ini menimbulkan permasalahan bagi 

konsumen perumahan yang ingin membeli dan sudah terlanjur untuk menandatangani 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pengembang yang merupakan suatu 

perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh kreditur dengan syarat-syarat yang 

telah dibakukan sehingga perjanjian itu tidak dapat lagi diubah oleh konsumen, Akan 

tetapi tidak sedikit pihak pengembang yang melalaikan Pengikatan Jual Beli 

Perumahan (PPJB) yang sudah disepakati dengan konsumen yang telah setuju akan 

pembelian rumah, maka dari itu dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen
i

perumahan tersebut, maka timbul permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang 

mengikatkan dirinya di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli P r operty ?

2. Bagaimanakah tanggung Jawab pihak pengembang {Developer) rumah 

sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Property terhadap konsumen yang 

membeli rumah ?

3. Bagaimanakah penyelesaian hukumnya jika terjadi sengketa antara buyer 

(pembeli, konsumen) dengan Developer (Pengembang) ?

C. Tujuan Penulisan

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

penulisan ini adalah:
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1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang 

gikatkan dirinya di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Property.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak Developer (Pengembang) yang 

sudah mengikatkan dirinnya di dalam surat Peijanjian Pengikatan Jual beli 

Perumahan (PPJBP) dengan pihak Buycr (pembeli, konsumen) yang 

kewajibannya sudah tercantum didalam surat tersebut.

3. Untuk memberikan informasi upaya hukum apa yang dapat digunakan 

kepada konsumen apabila terjadi sengketa yang menimbulkan kerugian 

baginya

men

D. Manfaat Penulisan

1) . Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan pada 

mata kuliah hukum perlindungan konsumen khususnya dan hukum perikatan pada 

umumnya

2) . Secara Praktis

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat 

dipergunakam bagi Buyer (Pembeli, konsumen) yang ingin membeli 

Property berupa rumah agar tidak mengalami hal-hal yang dapat 

menimbulkan kerugian baginya yang diakibatkan oleh kenakalan pihak 

Developer (Pengembang) perumahan.

2. Memberikan sumbangan alternatif solusi apabila nantinya terjadi sengketa 

di dalam jual beli Property berupa Rumah.
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E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka 

metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu 

yang bersangkutan10.

1. Tipe Penelitian

Sehubungan data yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah, maka 

tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif11 dengan metode 

pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, 

yaitu dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan 

pelaksananya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer

Adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari 

peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lain yang

10 Koetjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm.16.
Penelitian 'Normatif adalah apabila seseorang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu 

sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya terpusat pada hukum sebagai 
lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas 
kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan-peraturan tersebut. Bambang Sunggono, Metode Penelitian 
Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm 70

suatu
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berkaitan dan relevan dengan materi penulisan ini seperti Keputusan 

Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 9/KPTS/1995 tentang Pedoman 

Pengikatan Jual Beli.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum 

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis disini meliputi 

literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, koran 

atau artikel dan jurnal yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, 

artikel tentang perumahan, kamus bahasa inggris serta referensi-referensi 

lainnya.

primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari 

peraturan perundang-undangan dan mengutip literatur-literatur yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan.

4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, 

yaitu dengan cara menginterpretasikan hasil data kedalam bentuk-bentuk kalimat
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4. Analisis Data

Dala sekunder yang diperoleh dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, 

yaitu dengan cara menginterpretasikan hasil data kedalam bentuk-bentuk kalimat 

yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

jawaban dari permasalahan.

F. Ruang Lingkup Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini penulis ingin membatasi istilah property pada

kajian jual beli perumahan yang transaksi jual beli tersebut dilakukan antara 

Developer (pengembang) dengan huyer (pembeli,konsumen) ditinjau dari kebiasaan 

atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan tersebut,serta ingin mengetahui perlindungan konsumen dalam 

kaitannya dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada buyer (Pembeli atau 

konsumen) yang sudah membeli propery berupa rumah.

Property sebagaimana dimaksud didalam buku II KUH perdata Indonesia 

yaitu benda tak bergerak atau tanah hak (Undang-Undang Pokok Agraria) berikut 

bangunan dialasnya1”. Property yang dimaksud dalam bahasan ini adalah sama 

dengan pengertian ini yaitu tanah dan atau bangunan yang menjadi objek 

pembangunan perumahan.

_. _ . L1 '2Erwin Karlo, Aplikasi Hukum Dalam Bisnis Properti di Indonesia, 
2004. hlm. 3-4. Ombak, Jogjakarta,
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